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BAB III 

PROSEDUR PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN 

DANA IBADAH HAJI 

 

A. Mekanisme Pendaftaran Haji 

Bagi setiap  Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, 

mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar lebih dahulu di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
1
 Pendaftaran haji merupakan 

proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji dan proses 

pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama dan BPS 

BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 

bagi orang yang berencana menunaikan ibadah haji. Pendaftaran haji 

dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili bagi 

warga Negara Indonesia dan atau warga negara asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia. Pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja 

sepanjang tahun
2
 dengan one gate system, melalui Siskohat.

3
  

                                                             
1
 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), h. 212. 

2
 M. Ali Nursidi, dkk., (ed.), Segala Hal Tentang Haji dan Umrah, (----- : 

Erlangga, 2011), h. 154. 
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Di masa lalu berlaku sistem pendaftaran langsung dengan 

pembayaran ongkos naik haji (ONH) langsung lunas. Saat itu, 

pendaftaran menggunakan kuota bebas secara nasional. Dengan 

demikian, pendaftar tidak terikat dengan ketentuan kuota provinsi dan 

kabupaten/kota selagi kuota nasional masih ada.
4
 

Setelah krisis ekonomi berakhir, jumlah pendaftar haji naik 

tajam. Sayangnya, ketika itu akses teknologi untuk masyarakat tidak 

merata. Oleh karena itu, diberlakukan sistem nomor urut pendaftaran 

(nomor porsi).
5
 

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 menjelaskan bahwa 

pendaftaran calon jamaah haji diatur sebagai berikut: 

 

1. Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib 

mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota, dengan membawa persyaratan yang telah 

                                                                                                                                                  
3
 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 212. 

4
 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 212. 

5
 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 212. 
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ditentukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, keterangan 

kesehatan, dan lain-lain. 

2. Setiap warga negara yang bermukim atau bertugas di luar 

negeri yang akan menunaikan ibadah haji, pendaftaran dan 

pengurusannya dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia setempat. 

3. Setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan 

bermaksud menunaikan ibadah haji, pengaturan 

keberangkatannya dilakukan sebagaimana prosedur warga 

negara asing pemukim yang akan berangkat ke luar negeri, 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
6
 

Secara umum, syarat untuk mendaftarkan haji ada dua, yaitu 

syarat untuk warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing. 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan akan 

menunaikan ibadah haji mendaftarkan diri ke Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota domisilinya dengan persyaratan sebagai 

berikut: 

                                                             
6
 Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 

189. 
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1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Calon jamaah haji perempuan harus disertai mahram, yaitu 

orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang 

akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb) 

4. Calon jamaah haji yang berusia 10 tahun ke bawah harus 

disertai pendamping 

5. Membayar BPIH
7
 

Warga Negara Asing (WNA) yang beragama Islam dan 

berdomisili di Indonesia, dan bermaksud menunaikan ibadah haji 

mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

domisilinya dengan persyaratan sebagai berikut: 

 

1. Sehat jasmani dan rohani 

2. Calon jamaah haji perempuan harus disertai mahram 

3. Memiliki paspor kebangsaan yang berlaku atas namanya dan 

berangkat haji menggunakan paspor kebangsaannya yang 

                                                             
7
 Mudatsir Muslim, Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umrah, (Surakarta: 

PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013), h. 23. 
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masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung 

sejak hari ke keberangkatannya 

4. Memiliki dokumen keimigrasian atau izin tinggal yang berlaku 

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung sejak hari ke 

keberangkatannya 

5. Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit ke Indonesia) 

6. Tidak tercantum dalam daftar cegah tangka.
8
 

Adapun alur pendaftaran haji sebagai berikut: 

  

1. Calon jamaah haji menuju bank untuk membuka tabungan haji 

dan melakukan setoran awal. Yang harus dibawa adalah KTP 

dan uang 25 juta rupiah. Nantinya calon jamaah haji akan 

mendapatkan buku tabungan, dokumen bukti setoran awal, dan 

nomor validasi. 

2. Setelah itu calon jamaah haji menuju KEMENAG untuk 

melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama 

                                                             
8
 Mudatsir Muslim, Panduan Lengkap ..., h. 24. 

BANK KEMENAG 
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Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen dari bank dan 

persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Nantinya calon jamaah 

haji akan mendapatkan dokumen pendaftaran haji (SPPH), dan 

nomor porsi.
9
 

Berikut prosedur pendaftaran haji: 

1. Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH 

sesuai domosili dengan syarat membawa KTP dan setoran awal 

sebesar 25 juta rupiah. 

2. Calon jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi 

persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian 

Agama RI. 

3. Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri 

Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH 

sesuai domosili. 

4. BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi 

NOMOR VALIDASI. 

                                                             
9
 “Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler” 

https://kemenag.go.id/, diakses pada 18 April 2018, pukul 12.30 WIB. 
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5. Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto jamaah 

haji ukuran 3x4 cm dan bermaterai. 

6. Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal 

dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi 

kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

pembayaran setoran awal BPIH. 

7. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa 

Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada 

petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

8. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang 

berisi NOMOR PORSI pendaftaran, ditandatangani dan 

dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota. 

9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti 

cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya 

dicetak/ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 cm.
10

 

                                                             
10 “Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler” 

https://kemenag.go.id/, diakses pada 18 April 2018, pukul 12.30 WIB. 
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Pendaftaran jamaah haji dinyatakan sah setelah diverifikasi, 

melakukan pembayaran setoran awal, dan memperoleh nomor porsi. 

Namun nomor porsi hanya berlaku bagi jamaah yang bersangkutan dan 

tidak dapat digunakan orang lain. Setelah memperoleh nomor porsi dari 

Siskohat Kementerian Agama (sesuai nomor urut pendaftaran), jamaah 

masuk ke dalam daftar tunggu yang akan berangkat setelah 

mendapatkan kuota tahun berjalan.
11

 

 

B. Teknis Penyetoran Dana Haji 

Teknis penyetoran dana haji adalah sebagai berikut: 

1. Penyetoran BPIH dilakukan pada BPS BPIH Propinsi domisili 

calon jamaah haji yang tersambung secara online dengan 

SISKOHAT. Setiap penyetoran BPIH (setoran awal, setoran 

lunas dan setoran BPIH khusus) diberikan bukti setoran yang 

dicetak oleh BPS BPIH secara sistem melalui SISKOHAT. 

2. Bukti setor masing-masing dibuat sebanyak 5 lembar dan setiap 

lembar dilengkapi dengan pas foto calon jamaah haji yang 

bersangkutan. 

                                                             
11

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 217. 
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Jumlah setor awal BPIH sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH. 

Setoran awal bisa berubah setiap tahunnya sebagaimana telah 

dijelaskan. 

3. Pelunasan BPIH dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika 

(US$). Besarnya nilai/kurs rupiah terhadap dollar Amerika 

mengikuti ketetapan Bank Indonesia pada saat pembayaran 

dilakukan. 

4. Pelunasan BPIH merupakan penambahan setoran awal dari 

besaran BPIH, setelah dikonversikan dengan kurs/nilai dollar 

Amerika pada hari dan tanggal pelaksanaan pelunasan BPIH. 

5. Pelunasan BPIH dilakukan setelah diterbitkan Peraturan 

Presiden tentang besarnya BPIH tahun berjalan. 

6. Pemindahbukuan dan pelimpahan setoran BPIH lunas dari BPS 

BPIH ke rekening Menteri Agama pada Bank Indonesia 

dilakukan atas dasar kuasa Menteri Agama. 

7. Pemindahbukuan dan pelimpahan setoran BPIH lunas dengan 

cara mendebet setoran awal BPIH sebesar Rp 25.000.000,- (dua 

puluh lima juta rupiah) ke rekening Menteri Agama pada BPS 
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BPIH dan menggabungkan sisa setoran lunas BPIH, kemudian 

mentransfer ke rekening Menteri Agama pada Bank Indonesia. 

8. Pemindahbukuan setoran awal ke rekening Menteri Agama dan 

pelimpahan setoran lunas ke Bank Indonesia dilakukan pada 

hari dan tanggal penyetoran. 

9. Konfirmasi pemindahbukuan dan pelimpahan BPIH ke dalam 

SISKOHAT dilakukan oleh BPS BPIH setelah jam tutup 

pendaftaran pada hari dan tanggal penyetoran. 

10. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon jamaah haji 

batal dilakukan oleh BPS BPIH tempat setor, tanpa dikenakan 

potongan biaya. 

11. Pendaftaran haji yang telah menyetor BPIH secara lunas 

kemudian membatalkan diri, pengembalian BPIH-nya 

dikenakan pemotongan biaya administrasi sebesar 1% (satu 

persen). 

12. Pengembalian setoran BPIH lunas bagi calon jamaah haji batal 

dilakukan oleh BPS BPIH tempat setor. 
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13. Pengembalian BPIH batal bagi calon jamaah haji khusus 

dilakukan oleh bendahara BPIH Kementerian Agama.
12

 

Dana haji dibagi 2 (dua) yaitu dana setoran awal (BPIH) dan 

dana hasil efisiensi. BPIH yang telah disetorkan ke rekening 

Kementerian Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum 

nasional, sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Selanjutnya, nilai manfaat 

(hasil optimalisasi) tersebut digunakan untuk membayar berbagai 

pengeluaran operasional jamaah haji di Arab Saudi. Adapun hasil 

efisiensi penyelenggaraan haji masuk ke rekening DAU dan 

dimanfaatkan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, 

kesehatan, sosial keagamaan, serta pembangunan sarana dan prasarana 

ibadah.
13

 

 

C. Langkah-Langkah Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 

1. Persiapan jasmani 

                                                             
12

 M. Ali Nursidi, dkk., (ed.), Segala Hal ..., h. 156. 
13

 “Pengelolaan Dana Haji” http://m.republika.co.id/, diakses pada 18 April 

2018, pukul 21.00 WIB. 
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Perjalanan haji disamping membutuhkan kesiapan mental 

atau spiritual, akan lebih membutuhkan persiapan fisik yang prima. 

Cara mempersiapkan tubuh sehat antara lain dengan: General 

check-up, senam dan aerobik, berjalan di panas matahari, konsultasi 

khusus.
14

 

2. Persiapan rohani 

Niatkan bahwa pergi menunaikan ibadah haji, hanya karena 

melaksanakan perintah Allah SWT, dan untuk mengharapkan ridha-

Nya semata. Dalam usaha memperoleh predikat haji mabrur, maka 

calon jamaah haji diharapkan dapat melakukan pematangan sikap 

dan tabiat-tabiat religius, yaitu: ikhlas, sabar, tolong-menolong, 

uang halal, bersih dan sucikan diri, penataran haji, belajar do’a, 

sejarah Islam, bereskan hutang, bekal untuk keluarga, belajar shalat 

jenazah.
15

 

3. Perlengkapan  

                                                             
14

 Achmad Ja’far Sodik, Tuntunan Haji & Umrah, (Yogyakarta: Buku Pintar, 

2013), h. 23. 
15

 M. Iwan Gayo, Buku Pintar Haji & Umrah, (Jakarta: Pustaka Warga 

Negara, 200), h. 246-250.  
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Pakaian ± 5 (lima) stel termasuk pakaian seragam bermotif batik 

yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional, dikarenakan lebih 

praktis. Pakaian perempuan tidak transparan (tidak tipis dan tidak 

ketat). Jamaah haji tidak boleh membawa atau menerima titipan 

barang-barang seperti dokumen negara (selain paspor), benda tajam 

(pisau, gunting, dan lain-lain), dan tidak boleh membawa kompor, 

minyak goreng, barang yang mudah meledak, cetakan yang 

bergambar/VCD porno dan lain-lain yang dapat mengganggu 

kelancaran dan keselamatan penerbangan.
16

 

 

 

 

 

D. Penggunaan Dana Haji untuk Pelaksanaan Ibadah Haji 

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) diatur dalam UU 

No. 17 Tahun 1999, sebagai berikut: 

                                                             
16

 Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: ----

----, 2014), h. 6. 
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1. Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri 

Agama setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

2. Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri Agama 

melalui bank-bank pemerintah dan atau bank swasta yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan 

Gubernur Bank Indonesia.
17

 

BPIH terdiri dari: setoran awal, setoran lunas, dan nilai manfaat 

dari setoran awal. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 

23 (1) menyatakan, bahwa BPIH yang disetor ke rekening Menteri 

Agama melalui bank syariah dan/ atau bank umum nasional dikelola 

oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat. 

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi nilai manfaat sebagaimana 

dimaksud ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja 

operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, nilai 

manfaat setoran awal, BPIH digunakan untuk pembiayaan seluruh 

komponen indirect cost digunakan membiayai komponen pelayanan 

                                                             
17

 Suparman Usman, Hukum Islam, ..., h. 189. 
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jamaah dan operasional, sedangkan setoran lunas untuk pembiayaan 

seluruh komponen direct cost.
18

 

Komponen direct cost, yaitu biaya yang dibayar langsung oleh 

jamaah haji. Saat ini, hanya ada 2 dari 48 komponen biaya haji, yaitu 

penerbangan jamaah haji dari embarkasi ke Arab Saudi pulang-pergi 

dan sebagai sewa pemondokan di Makkah. Sedangkan biaya hidup 

(living cost) sebesar SAR 1.500 merupakan salah satu komponen biaya 

haji yang pada dasarnya titipan, karena dikembalikan secara utuh 

untuk jamaah.
19

 

Adapun komponen indirect cost, yaitu biaya yang diperoleh 

dari nilai manfaat setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh jamaah 

haji saat pendaftaran. Komponen biaya indirect cost meliputi, antara 

lain: 

1. Pelayanan umum (maslahah ammah) yang dibayarkan kepada 

pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 

2. Pelayanan kepada jamaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi. 

                                                             
18

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 361. 
19

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 362. 
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3. Pelayanan dan operasional penyelenggaraan ibadah haji di 

Tanah Air dan Arab Saudi.
20

 

Biaya untuk pelayanan kepada jamaah haji dalam rangka 

penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air meliputi: penerbitan serta 

penyelesaian paspor dan visa, pengadaan dan penyelesaian dokumen 

haji lainnya, penyediaan buku manasik dan penyelenggaraan 

bimbingan manasik haji, pelayanan jasa penumpang pesawat udara 

(passenger service charge), asuransi jamaah haji, penyediaan gelang 

identitas, akomodasi dan konsumsi di asrama haji embarkasi dan 

insentif bagi ketua rombongan (Karom) dan ketua regu (Karu).
21

 

 

 

 

Biaya operasional di Tanah Air meliputi: 

1. Akomodasi dan konsumsi petugas kloter dan Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di embarkasi; 

                                                             
20

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 363. 
21

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 363. 
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2. Operasional, pemeliharaan, dan langganan daya dan jasa 

asrama haji embarkasi; 

3. Operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tingkat 

pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, embarkasi, Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pelayanan 

bimbingan manasik pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

kecamatan; 

4. Peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi dan transit; 

5. Operasional, pemeliharaan, sewa jaringan, dan pelatihan 

pengelola Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(Siskohat); 

6. Jasa konsultan manajemen, keuangan, dan teknologi informasi; 

7. Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP), Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), penata aset, surveiliance ISO, dan 

pengadaan sarana pendukung pelayanan haji; 

8. Sosialisasi dan iklan layanan masyarakat melalui media 

elektronik, cetak, internet, dan tatap muka; 

9. Pengelolaan dan penyusunan LK BPIH; 
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10. Pengendalian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan haji; dan 

11. Biaya cadangan (safeguarding).
22

 

Biaya untuk pelayanan jamaah haji di Arab Saudi meliputi: 

subsidi sewa pemondokan di Makkah, selisih penempatan jamaah pada 

pemondokan di Makkah, cadangan pemondokan di Makkah, konsumsi 

selama di Jeddah, Madinah, dan Arafah serta Mina, juga untuk 

transportasi Shalawat. Pelayanan bongkar muat barang jamaah, safari 

wukuf, dan badal haji.
23

 

Adapun biaya operasional penyelenggaraan haji di Arab Saudi 

meliputi: biaya maslahah ammah petugas yang dibayarkan kepada 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, akomodasi dan konsumsi petugas 

haji dan Amirulhajj, sewa kantor, wisma, gudang dan tempat 

pelayanan, transportasi petugas haji, perlengkapan dan operasional 

kantor misi haji, media center haji, penasihat hukum, notaris, dan 

penerjemah, honor dan tunjangan pegawai kantor urusan haji, 

                                                             
22

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 363. 
23

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 364. 
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pengadaan sarana haji dan keprotokolan, pelayanan delegasi serta 

pendampingan pemulangan jamaah haji sakit pasca operasional.
24

 

 

 

                                                             
24

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 364. 


